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TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASiONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI 6 WAPLAU KECAMATAN WAPLAU KABUPATEN BURU

Menirnbang I a.

,b.

C,

1.Mengingat

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Biclang
Pendidikan di Kabupaten Buru, maka untuk mempercepat
peningkatan proses belajar mengajar yang efisien dan
efektif, perlu menetapkan Izin Operasionat Sekolah Dasar
Negeri 6 Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru;
bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan
da-n Kebudayaan Kabupaten Buru, dipandang memenuhi
syarat sehingga perlu diberikan Izin Operasional Sekolah
Dasar Negeri 6 Waplau Kecamatan Waplau
Kabupaten Buru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ajan hurul b, perlu menetapkan Keputusar
BupaLi tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar
Negeri 6 Waplau I(ecamatan Waplau Kabupaten Buru;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maiuku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maiuku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan*Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peaundans-undansan lI-embaran

2.

3.

4.



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik IndL,nesr,
Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenLang
Pemenntahaa Daerah {Lembaran Negara itepublii
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5SgZ), sebagaimana
teiah diubah teral<hir dengan Undang-Undang liomor 9Talun 2015 tentang perubahan Kedua Atai Undang_
Undalg Noralor 23 Tahun 2014 tentang pemerintaha_-n
Daerai (Leribaran Negara Republik Indon;ia Taiun 201S
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang
Stardar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimara
telah diubah terakhir dengan peraturan perierintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang
Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambah-an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang
Pengelolaan darr penyelenggaraan pendidikan (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104), sebagaimana telah diutah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenting perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentans
Pengelolaaa,-dal Penyelenggaraan pendidikan {LembaraiNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5157);

B. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun
2007 tentang Perubahan peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentalg pelaksanaan
Peraturar Mented Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikan Dasar
dan Menengah dan peraruran Menleri pendidika"1
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi-liulusan untuk Satuan pendidikan-Dasar dan
Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2O07 tentang Staldar penilaian pendidikan;

10. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun
2010 tentang Standar Operasional Non personalia untuk
SD/Ml, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 200E
tentang Susunan Orgaaisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten mru Tahun Anggaran 20 16 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Taiun 2015 tentang
Penjabaian Anggaran Pendapatan dal Belaija Daeral-r
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 llrmbaral:r Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 6 Waplau
Kecamatan Wa?hu Kabupaten Buru, yang kegiatan
pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 2006, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru untuk mengelola Operasional dan
Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Waplau
Kecamatan Waplau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati BurLl
untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu
pendidikan.
Segala biaya yanp-timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan
ini dibebankal pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, Satuan Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 02 September 2016

URU,L

UMASUG]

?emlusan disarnpaikan kepada Yth :

1- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kovinsi Matuku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
3. Inspektur Kabupaten Buru di Namlea;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea;
5. Kepala BPK(D Itabupaten Buru di Namlea;
6. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa:n Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala UPID Pendidikan dan Kebudaya6n Kecamatan Waplau di Waptau;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan drlaksanakan.
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